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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian
dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Palopo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo
Nomor 1 Tahun 2019, perlu dilakukan perubahan untuk
disesuaikan terhadap kondisi yang ada saat ini serta sesuai
kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);




10.

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 442 15z

Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47);
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah
Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46 1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);




20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah,;

29 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012-2032
(Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9);

93 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 115

94. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

Menetapkan :

dan

WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2019 Nomor 1), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Daerah yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah
dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas
perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai
dengan tahun 2023.

2) Kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas riil keuangan
Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan
jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan.




LAY
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PALOPO 2018-2023

[. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-
2023, merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah sesuai amanah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Visi Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2018- 2023 adalah
“Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada
Tahun 2023”. Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan bermakna bahwa Kota
Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat,
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi
kreatif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara
lingkungan hidup dan kondisi budaya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah
apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu Pasal 342 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa perubahan
RPJMD dapat dilakukan apabila: (a) hasil pengendalian dan evaluasi
menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri ini; (b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri
ini; dan (c) terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka materi untuk menyusun
perubahan RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023, mencakup:

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan yang telah ditetapkan oleh
Nasional,;

2. Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintah Kota Palopo dan
struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang;




3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

a. BAB 1 Pendahuluan;

b.BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIII Gambaran Keuangan Daerah;

d.BABIV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah,;

e. BABV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

f. BAB VI Strategi, Arahan Kebijakan dan Program Pembangunan

Daerah;

g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah;

h.BAB VIII Kinerja Peneyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

i. BABIX Penutup.

4) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 8 Juni 2021

WALIKOTA PALOPO,\

-

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,
FIRMANZA DP
LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN

2021 NOMOR 3




3. Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagaimana tertuang dalam
RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan
amanat regulasi.

Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan
menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan
pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Keptusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Palopo Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palopo, Peraturan Walikota Palopo
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palopo, dan Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kota Palopo Tahun
2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan
sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pelaksanaan Perubahan
RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen
perencanaan tahunan Pemerintah Kota Palopo yang memuat Program
Prioritas dan kegiatan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 2
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 4
Dihapus
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA PALOPO TAHUN 2018-2023

BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjong Daerah (RPJPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 342 mengemukakan bahwa perubahan RPJPD dan
RPJMD dapat dilakukan apabila : a). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan
Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c). terjadi
perubahan yang mendasar, dan perubahan RPJMD fidak dapat dilakukan apabila sisa masa
berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Selanjutnya perubahan yang mendasar terkait
perubahan RPJMD, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik
sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 didasarkan adanya perubahan
perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalom Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah, Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 fentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
Selain itu, ferjadinya Bencana Non-Alam yaitu Pandemi Covid-19 yang memberi imbas negatif
pada beberapa aspek kehidupan, meliputi: Pertama, aspek kesehatan, dengan belum
ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis. Kedua, aspek ekonomi,
perekonomian Kofa Palopo diperkirakan mengalami perlambatan. Ketiga, aspek sosial,
berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang berimpilkasi pada meningkatnya angka
pengangguran dan kemiskinan. Keempat, aspek keuangan, menurunnya kapasitas fiskal
pemerintah daerah dan perubahan struktur APBD Kota Palopo.

Dokumen RPJMD menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 263 ayat(3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program
pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan
lintfasPerangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
wakfu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjong Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo serta
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan
Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

Masalah pembangunan berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam penyusunan
perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018 — 2023. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi
agenda internasional dan Indonesia sebagai negara berkembang telah berkomitmen untuk
melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

Pada dasarnya, Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dengan pendekatan proses
(Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas) dan pendekatan substansi (Holistik-
Tematik, Integratif, Spasial). Pendekatan Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode
dan kerangka berfikir iimiah unfuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
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Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan
rasa memiliki. Pendekatan Politik artinya bahwa pemilihan Kepala Daerah  adaloh proses
penyusunan rencana pembangunan, karena rakyat sebagai pemilih  dalam menentukan
pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala
Daerah dan wakil kepala daerah. Olehnya itu, rencana pembangunan adalah penjabaran  dari
agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat
kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pendekatan atas-
bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up), dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah
pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Sementara pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah
dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan
sebagai safu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling
berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa
kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian fujuan
pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi
keruangan dalam perencanaan. RPJMD Kota Palopo 2018-2023 merupakan tahapan atau periode
ke IV (ke empat) dari pentahapan pembangunan dua puluh tahunan yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo 2005-2025.

Tahapan penyusunan perubahan RPIJMD Kota Palopo 2018-2023 dilaksanakan sesuai
dengan yang diamanatkan Permedagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 344 yaitu berlaku ketentuan
mutatis mutandis.

Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari RPJPD
Kota Palopo Tahun 2005-2025 yang menjabarkan beberapa sasaran pembangunan lima tahun
tahap keempat. Dokumen Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 selanjutnya akan
menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan
selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 adalah sebagai
berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal fentang Pembentukan Kabupaten
Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4186);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijaokan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
dalam Rangkat Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijokan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
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5)

6)

7)

8)

?)

10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

dalam Rangkat Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 fentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas  Sistemm  Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangkat
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistemm Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonasia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah divbah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonasia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajaok Daerah dan Retribusi Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diuvbah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);

Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228);

Peraturan Pemerintfah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ftentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6123);
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17)

18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijokan Keuangan Negara dan Stabilifas Sistem Keuangan Unfuk Penanganan
Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman  yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas  Sistem  Keuangan;
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
199);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalaom Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1687);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Urusan Bencana Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

37) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

38) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan
Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

39) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

40) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Afas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 ftentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008 -2028 ;

41) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi  Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengarusutamaan Gender;

42) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;

43) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8);

44)  Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Palopo 2012 — 2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 9);

45)  Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kota Palopo 2005 — 2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 11);

46) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8);

47)  Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender
(Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palopo Nomor 3).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Palopo bukanlah suatu dokumen yang berdiri sendiri melainkan merupakan
suatu rangkaian dokumen dari perencanaan lainnya baik pada level Nasional maupun Provinsi.
Semua dokumen perencanaan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan
melengkapi. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diwujudkan lebih lanjut dalam bentuk
RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai konsekuensi negara kesatuan, perencanaan pembangunan daerah seharusnya
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Bahkan sistem perencanaan pembangunan
daerah merupakan pilar dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu,
Perencanaan Pembangunan Nasional yang terfuang dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional
memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam menjalankan
otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan tidak mengabaikan kepentingan negara.

RPJMD Kota Palopo merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Dalam penyusunan dokumen tersebut mempertimbangkan aspek-aspek dokumen
perencanaan lain seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi, RPJP Kota
Palopo, RPJP Kabupaten Daerah sekitar, RTRW Nasional, RTRW Propinsi, RTRW Kota Palopo dan RTRW
Kabupaten Daerah sekitar.
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Secara prosedural Perubahan RPJMD telah berpedoman pada RPJP Nasional, RPJP Propinsi
Sulawesi Selatan, RPJP Kota Palopo dan RPJP daerah sekitar. Disamping itu perubahan RPJMD Kota
Palopo disusun dengan mengacu pada RPJM Nasional dan perubahan RPJMD Propinsi Sulawesi
Selatan, dan memperhatikan RPJMD daerah sekitar. Perubahan RPJMD Kota Palopo juga
berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Palopo dan memperhatikan
Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah sekitar agar terjadi keterpaduan pembangunan
antar wilayah secara regional. RPJMD Kota Palopo yang felah dijadikan Peraturan Daerah, akan
dijabarkan ke dalam RKPD dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun dan
menetapkan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat
dilihat pada bagan berikut ini:
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Gambar 1.1.
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Keterkaitan dokumen RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 dengan dokumen
RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Keterkaitan Antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024
dengan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023

Visi Misi. RPJMN 2020-2024
“Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdavulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”

Visi RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-
2023 “Terwujudnya Palopo sebagai
Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan
pada Tahun 2023”

MISI

MISI

—_

Peningkatan Kualitas Manusia
Indonesia

1. Melaksanakan layanan pendidikan,
kesehatan serta jaminan dan
perlindungan sosial untuk kelompok
rentan

2. Struktur Ekonomi yang Produktif
Mandiri dan Berdaya Saing

4. Mendorong kewirausahaan berbasis
jasa dan niaga melalui peningkatan
keterampilan hidup, permodalan
dan pendampingan bisinis

3. Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan

1. Melaksanakan layanan pendidikan,
kesehatan serta jaminan dan
perlindungan sosial untuk kelompok
rentan

4. Mencapai Lingkungan Hidup
yang Berkelanjutan

2. Mewujudkan lingkungan yang layak
huni melalui pengembangan
infrastruktur perkotaan, penataan
pemukiman, sanitasi dan ruang
terbuka hijau

5. Kemajuan Budaya yang
Mencerminkan Kepribadian
Bangsa

5. Mewujudkan iklim yang foleran
ternadap pengembangan
pariwisata dan ekonomi kreatif
yang bercirikan nilai budaya Luwu

6. Penegakan Sistem Hukum yang
Bebas Korupsi, Bermartabat dan
Terpecaya

3. Memodernisasi layanan publik,
meningkatkan kualitas aparatur dan
tata kelola pemerintahan serta
mendorong partisipasi public dalam
pembangunan

7. Perlindungan bagi Segenap
bangsa dan Memberikan Rasa
Aman pada seluruh warga

1. Melaksanakan layanan pendidikan,
kesehatan serta jaminan dan
perlindungan sosial untuk kelompok
rentan

8. Pengelolaan Pemerintahan yang
Bersinh Efektif dan Terpecaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan

3. Memodernisasi layanan publik,
meningkatkan kualitas aparatur dan
tata kelola pemerintahan serta
mendorong parfisipasi public dalam
pembangunan

Sedangkan keterkaitan dokumen RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023
dengan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2018-2023 dapat dilihat

pada tabel berikut :
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Tabel 1.2
Keterkaitan Antar RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
dengan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023

Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018-2023 : Sulawesi Selatan

yang Inovatif, Produktif, Kompetitif,
Inklusif, dan Berkarakter

Visi RPJMD Kota Palopo Tahun
2018-2023 “Terwujudnya Palopo
sebagai Kota Maju, Inovatif dan
Berkelanjutan pada Tahun 2023”

MISI

MISI

1. Mewujudkan Pemerintahan yang
Berorientasi Melayani dan Inovatif

. Memodernisasi layanan publik,

meningkatkan kualitas aparatur dan
tata kelola pemerintahan serta
mendorong parfisipasi publik dalam

2. Mewujudkan Infrastruktur yang
Berkualitas dan Aksesibel

. Mewujudkan lingkungan yang layak

huni melalui pengembangan
infrastruktur perkotaan, penataan
pemukiman, sanitasi dan ruang
terbuka hijau

3. Mewujudkan Pusat-Pusat
Pertumbuhan Ekonomi Baru yang
Produktif

. Mendorong kewirausahaan berbasis

jasa dan niaga melalui peningkatan
keterampilan hidup, permodalan
dan pendampingan bisinis

. Mewujudkan iklim yang toleran

terhadap pengembangan
pariwisata dan ekonomi kreatif yang
bercirikan nilai budaya Luwu

4. Mewujudkan Kualitas Manusia
yang Kompetitif, Inklusif dan
Berkarakter

. Melaksanakan layanan pendidikan,

kesehatan serta jaminan dan
perlindungan sosial untuk kelompok
rentan

5. Meningkatkan Produktivitas dan
Daya Saing Produk Sumberdaya
Alam yang Berkelanjutan

. Mendorong kewirausahaan berbasis

jasa dan niaga melalui peningkatan
keterampilan hidup, permodalan

dan pendampingan bisinis

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud
untuk menjabarkan RPJPD Kota Palopo Tahun 2005-2025 dan meneriemahkan visi
dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas
daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan
adalah sebagai berikut : 1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. 2. Sebagai pedoman dalam
penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun. 3. Menjadi dasar dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 4.
Sebagai pedoman Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Palopo. 5. Menjadi instrumen
bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan
pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target
kinerja program prioritas pembangunan daerah.
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1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RPJMD Kota Palopo
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun2017 maka sistematika Perubahan RPJMD Kota Palopo 2018-2023, adalah
sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan RPJMD
yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan perubahan RPJMD, hubungan
RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tfujuan penyusunan
perubahan RPJMD serta sistematika penulisan perubahan RPIJMD.

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Palopo secara
komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan.Aspek
yang dibahas diantaranya aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Bab lll Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap
pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan
keuangan, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini menyajikan tentang permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi
dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jongka menengah,
yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja
pembangunan Kota Palopo dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kota Palopo untuk kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran
serta arah kebijakan dari sefiap strategi terpilin.Selain itu memberikan penjelasan
hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijokan dalam rangka pencapaian
fujuan dan sasaran  yang ditetapkan.Program < pembangunan  daerah
menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan
melalui strategi yang dipilih.

Bab VIl Kerangka Pendanaan Pembangunandan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misiserta seluruh
program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja
dan pagu indikatif.

Bab VIl Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daoerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab IX Penutup

Menjelaskan pedoman transisi dan  kaidah pelaksanaan serta  ketentuan
perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPJMD
Kota Palopo 2018-2023.
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BAB Il
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Aspek Geografi
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017, Kota Palopo mempunyai
luas wilayah 247,52 km?, memiliki 9 Kecamatan, dan 48 Kelurahan. Sedangkan Berdasarkan
Undang-Undang No 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Palopo dan Mamasa, maka Kota
Palopo berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah Utara, Teluk
Bone di sebelah Timur dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah Selatan serta Kabupaten

Luwu di sebelah Barat. Data ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Luas dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan Kota Palopo
No Kecamatan K:'IJUT;?";" Lua?m zc;yah Persentase (%)
1. Wara Selatan 4 10,66 4,21
2. Sendana 4 37.09 14,66
3. Wara 6 11,49 4,54
4, Wara Timur 7 12,08 4,77
5. Mungkajang 4 53,80 21,27
6. Wara Utara 6 10,58 4,18
7. Bara 5 23,35 9.23
8. Telluwanua 7 34,34 13,57
9. Wara Barat 5 54,13 23,56

Jumiah 48 247.52 100,00

Sumber : Diolah dari beberapa sumber, 2020

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kecamatan Wara Barat merupakan kecamatan
dengan wilayah terluas dan kecamatan yang terkecil adalah Wara Utara. Kecamatan dengan
jumlah kelurahan terbanyak adalah Wara Timur dan kelurahan yang paling sedikit adalah Wara
Selatan, Sendana, Mungkajang. Untuk melihat batas wilayah administrasi tersebut dapat dilihat

pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
____Peta Administratif Kota Palopo

Kabupaten Luwa
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..........
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Sumber: Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020
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2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Palopo terletak antara 2°53'.15" - 3°04°.08" Lintang Selatan dan 120°03.10" -
120°14'.34"" Bujur Timur. Geografi wilayah mencakup pesisir di bagian Timur dan pegunungan di
bagian Barat, serta dataran rendah memanjang dari utara sampai selatan, dengan 6 aliran
sungai. Kemiringan lereng Kota Palopo dilihat dari titik ketinggiannya di atas permukaan air laut
antara 0 - 25, 26 — 100, 101 = 500, 501 — 1000, dan 1000+ dpl dengan klimatologi Kota Palopo
dipengaruhi oleh curah hujan, suhu dan kelembaban udara.

2.1.3. Topogrdfi

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 — 1.500 m dari permukaan air
laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0-2 %, 2-15 %, 15-40 %, dan > 40 %. Adapun
tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah
dengan tingkat kemiringan lereng > 40 % dengan luas 92,959 Km2 sedangkan fingkat kemiringan
lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 2 % - 15 % dengan luas
wilayah 8,951 Km2. Untuk lebih jelasnya, luas wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lereng Kota
Palopo menurut kecamatan ditunjukkan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lereng
Kota Palopo Menurut Kecamatan

Luas Tingkat Kemiringan Lereng (Km?2)
No Kecamatan Wilayah 0-2 2-15 15-40 > 40
(Km2) % %o % %
1. | Wara Selatan 10,66 7,462 1,066 2,132 -
2. | Sendana 37.09 5,564 - 22,254 9.272
3. | Wara 11,49 11,490 - - -
4. | Wara Timur 12,08 12,080 - - -
5. | Mungkajang 53.80 2,690 - 16,140 34,97
6. | Wara Utara 10,58 6,348 2,116 2,116 -
7. | Bara 23.35 7.005 2,335 14,010 -
8. | Tellu Wanua 34,34 24,038 3,434 6,868 -
9. | Wara Barat 54,13 - - 5413 48,717
Jumlah 247,52 76,677 8,951 68,933 92,959

Sumber : Diolah dari beberapa sumber, 2020

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 — 1.500 m dari permukaan air
laut (dpl) dengan fingkat ketinggian antara 0-25 m dpl, 26-100 m dpl, 101-500 m dpl, 501-1000 m
dpl, dan > 1000 m dpl. Adapun tingkat ketinggian Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya
yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kefinggian 0 — 25 m dpl dengan luas 76,677 Km?
sedangkan tingkat ketinggian dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kefinggian 26 — 100 m
dpl dengan luas wilayah 8,951 Km2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :
Tabel 2.3

Kondisi Topografi Kota Palopo Menurut Kecamatan

Luas Tingkat Ketinggian Daerah (M DPL)

No|  Kecamatan V‘('l'(‘:;'gh 0-25 | 26-100 | 101-500 | 501-1000 > 1000

1. | Wara Selatan 10,66 7,462 1,066 - 2.132 -

2. | Sendana 37,09 5,564 - 22,254 9,272 -

3. | Wara 11,49 11,490 - - - -

4. | Wara Timur 12,08 12,080 - - - -

5. | Mungkajang 53.80 2,690 - 16,140 13.450 21.520

6. | Wara Utara 10,58 6,348 2,116 2,116 - -

7. | Bara 23.35 7,005 2,335 14,010 - -

8. | Tellu Wanua 34,34 24,038 3,434 6,868 - -

9. | Wara Barat 54,13 - - 5413 35.184 13.533

Jumlah 247,52 76,677 8,951 66,801 60,038 35,053

Sumber : Diolah dari beberapa sumber, 2020
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Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah Barat yang
berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi relatif
rendah dan berbukit pada bagian Utara. Sedangkan bagian Timur merupakan daerah pantai
yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian
Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah
yang datar dan bergelombang. Untuk melihat kondisi Topografi Kota Palopo dapat dilihat pada
Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kota Palopo
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Sumber: Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

2.1.4. Geologi
Struktur batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan beku. Batuan
metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah
Kota Palopo. Batuan beku yang dijumpai secara umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan
gebro serta beberapa intrusi kecil lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang
merupakan jejak aliran larva yang telah membeku yang bersusunan balstik hingga
andesitik.Batuan sedimen yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, dan konglomerat,
sedangkan batuan metamorf yang dijumpai meliputi batuan meta sedimen. Batuan vulkanik
yang dijumpai terdiri dari tufa dan breksi vulkanik. Sedangkan endapan-endapan alluvial terdiri
dari material-matrial bersusunan berangkal, kerakai, kerikil, pasir hingga lempung, kondisi geologi
ini akan menunjukkan potensi lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan
dan bangunan Kota Palopo.
Diwilayah Kota Palopo mempunyai struktur batuan yang merupakan bahan galian sebagai
bahan induk pembentuk tanah, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut;
a. Bahan tanah liat untuk pembentuk batu bata, banyak diupayakan oleh masyarakat di areal
sawah di Kecamatan Wara, dan Wara selatan.
b. Batuan endapan sungai berupa sirtu (pasir dan batu),banyak terdapat di sungai latuppa
didominasi oleh batuan beku yang merupakan batuan sedimen beku, ukurannjya bervariasi
dari yang sangat besar sampai yang kecil dan merupakan pecahan batu sampai butiran.
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d.

e.

Bahan galian atau butiran emas, terdapat di sungai Latuppa pada bagian hulu di atas bukit,

merupakan daerah bekas penambangan emas di beberapa tempat pada zaman belanda.

Dan pada saat ini masih diusahakan oleh masyarakat secara tradisional.

Batuan sedimen, menyebar di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tana

Toraja

Batuan terobosan,yang menyebar di bagian utara yang merupakan daerah pegunungan.
Jenis batuan lainnya yang meruoakan pelapukan bahan pembentuk tanah, yang

mempunyai kandungan potensial di Kota Palopo, adalah ;
a.

b.

Batuan gamping dan marmer (limestone dan marble), dimana lokasi penyebarannya di
Kecamatan Telluwanua.
Batuan Granit dan Granodiorit, untuk bahan bangunan lantai rumah, batu hias dinding dan
sebagainya sertfa untuk pengerasan jalan (aggrogat) dimana lokasi penyebarannya di
Kecamatan Wara dan Wara Selatan.
Batu sabak, filit, kuarsil, batu gamping, dan batu lamau, terdapat di Kecamatan Wara, Wara
Utara dan Bagian Barat Kota Palopo.

Jenis batuan ini dikelompokkan menurut umu pembentukannya yang diurut dari batuan

yang termuda hingga yang tertua, maka batuan-batuan ini tersusun atas 5 (lima) kelompok,
yaitu;
a.

Kelompok endapan alluvial (termasuk didalamnya endapan Qal atau terumbu lokal)yang
termasuk didalamnya endapan alluvial berupa karakal, kerikil, pasir dan batu, serta terumbu
koral yang fersebar disepanjang pantai dan alur aliran sungai Latuppa.

Batuan Tmb;terdiri dari napal dan sisipan batu gamping setempat-tempat, mengandung
batu pasir gamping, konglomerat dan breksi. Selain itu terdapat beberapa kelompok intrusi
batuan beku yang terdiiri dari batuan beku granit dan gabro. Batuan granit ini dijumpai pada
Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua.

Batu Tol, yaitu kelompok batuan hasil pembukuan aliran larva yang bersusun balastik hingga
andesitic, kemudian breksi vulkanik, baftu pasir dan batu lamau, serta batuan setempat-
tempat mengandung fieldsphatoid. Batuan ini terususun di Bagian Selatan Kota Palopo dan
banyak tersebar di daerah Kecamatan Wara Selatan.

Batuan Tet, yaitu terdiri dari serpih, batu gamping dan batu pasir dengan sisioan konlomerat.
Kelompok batuan ini terdapat di Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua.

Batuan TKl,yaitu terdiri dari batuan-batuan yang mengalami metamorfisme, antara lain
serpihan, filit, rijang, marmer, kuarsit dan beberapa bagian di utara Kota Palopo masuk dalam
wilayah Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan.

Gambaran tentang Jenis Tanah dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah di Kota Palopo
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Sumber: Lopofcm Akhir Dokumen Revisi RTRW Kofd Palopo, 2020

Sedangkan gambaran tentang Geologi Kota Palopo dapat dilihat pada Gambar 2.4.
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Gambar 2.4
Peta Geologi Kota Palopo
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Sumber: Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

2.1.5. Hidrologi
Keadaan Hidrologi di Kota Palopo umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari

Sungai Bambalu/Sungai Battang, Sungai Latuppa, Sungai Boting dan anak sungai serta mata air

dengan debit yang bervariasi. Disatu sisi keberadaan sungai-sungai tersebut sangat berpotensi

dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya wisata permandian alam dan rafting.

Kondisi hidrologi Kota Palopo secara umum adalah sebagai berikut;

1. Airtanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.

2. Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.
Untuk melihat gambaran Hidrologi dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kota Palopo
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Dalam hal ini, hidrologi di Kota Palopo untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara
bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaoga.Potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain
dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang
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melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya.

Potensi sumberdaya air di wilayah Kota Palopo yang telah termanfaatkan oleh penduduk
dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal
(air permukaan dan air fanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai,
sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah
dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran.

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah,
terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang
memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih
terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air fanah dangkal, dalam (artesis), air
permukaandan mata air yang bersumber dari pegunungan.

Wilayah Kota Palopo terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai baik yang melintas dalam
pusat kota maupun dipinggiran Kota Palopoterdiri dari 6 daerah terdiri dari
DAS Purangi dengan luas cakupan area lebih kurang 1.037 hektar.

1.
2. DAS Bua dengan luas cakupan area lebin kurang 1.168,04 hektar.
3. DAS Songkama'ti dengan luas cakupan area lebih kurang 136,20 hektar.
4. DAS Pacangkuda dengan luas cakupan area lebih kurang 6.412,80 hektar.
5. DAS Boting dengan luas cakupan area lebih kurang 3.087,25 hektar.
6. DAS Salubattang dengan luas cakupan area lebih kurang 13.760,59 hektar.
Gambaran tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Palopo dapat dilihat pada Gambar 2.6.
Gambar 2.6
Peta DAS Kota Palopo
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Sumber: Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

2.1.6. Klimatologi

Curah hujan yang dicatat dari data Badan Metereologi dan Geofisika di pusat pencatatan
di wilayah Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, menunjukkan curah hujan untuk daerah
dataran rendah mempunyai variasi antara 500-1000 mm/th, sedangkan untuk daerah hulu
(pengunungan) berkisar antrara 1000-2000 mm/tahun. Curah hujan dan hari hujan ini akan
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menentukan pula potensi air permukaan (air sungai) maupun ketersediaan akir tanah (ground
water) seperti dalam peta hidrogeologi Kota Palopo dan wilayah Kabupaten Luwu pada
umumnya, yang dapat digunakan sebagai data potensi air tanah dalam jika diperlukan untuk
fasilitas pengairan menggunakan sistem pompa air tanah dalam unfuk kebutuhan pertanian
maupun perkebunan/peternakan.

Kondisi hari hujan harian di Kota Palopo tidak menentu karena udara dan butir air yang
divuapkan dari laut mengumpul menjadi awan dan mengenai pengunungan, akhirnya sewakfu-
wakiu menjadi hujan di Kota Palopo. Dalam hal ini dapat dirasakan, pada waktu musim
kemarau masih dapat dirasakan hujan, sebaliknya pada musim hujan masih banyak didapatkan
hari tanpa hujan, ini menjadi ciri khusus yang memungkinkan berbagai jenis tanaman buah
bergantfian berbuah sepanjang fahun. Demikian pula, panjang hari hujan lebih relafif lebih
pendek jika dibandingkan dengan wilayah lain di Luwu Raya, sehingga lebih tepat untuk usaha
pengeringan, baik untuk hasil laut maupun hasil pertanian.

Suhu udara rata-rata tahunan di dataran rendah Kota Palopo berkisar antara rata-rata
25,50 C - 27,90 C, angka ini berkurang 0,60 C setiap kenaikan 100 Meter, sehingga makin finggi
keadaan permukaan tanah disuatu wilayah udaranya semakin tinggi.Kelembaban udara
dipengaruhi oleh keadaan ketinggian permukaan tanah, suhu udara dan kecepatan angin.
Kelembaban bervariasi antara 78,8 % sampai 85 % tergantung dari lamanya penyinaran
matahari yang bervariasi antar 5,2 sampai 8,5 jam/hari.

Kecepatan angin berkisar antara 41,9-72 km/jom dalam keadaan normal. Angin bertiup
dari laut ke daratan pada wakifu pagi sampai sore hari dan pada malam hari angin darat
mengarah ke laut. Cuaca Kota Palopo cepat berubah dari keadaan panas/kering menjadi
mendung dan hujan, hal ini disebabkan uap air laut yang dihembuskan ke arah daratan sampai
ke daerah pegunungan di wilayah bagian barat dan sebagian utara Kota Palopo, akan
mengumpul menjadi butiran air hujan karena kelembaban udara di kawasan pegunungan,
yang ferbawa angin ke daerah dataran yang lebih rendah, sehingga terjadi curah hujan yang
kebanyakan di wilayah pengunungan dan wilajyah daratan sewaktu-wakiu. Sehingga Kota
Palopo seakan-akan tidak mengenal musim kering yang berkepanjangan karean keadaan
sehari-harinya sering terjadi hujan kiriman dan mendung secara mendadak dan hilang dengan
cepat pula.

2.1.7. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kota Palopo cukup bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah
yang dimukimi oleh masyarakat. Secara umum, Kota Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu
pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah serta pesisir dan laut. Perbedaan dimensi
wilayah ini mempengaruhi akfifitas masing — masing masyarakat yang bermukim ditempat
tersebut. Luas dari masing — masing jenis penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada Tabel
2.4 berikut :

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Kota Palopo s.d Tahun 2020

No. | Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha) | Persentase (%)
1 Hutan 15.075,63 58,392
2 Permukiman 1.238,85 4,798
3 Sawah 2.689,00 10,415
4 Tambak 1.258,68 4,875
5 Padang Rumput 2,78 0,011
6 Kebun/Tegalan 1.711,77 6,630
7 Semak Belukar 3.724,87 14,427
8 Sungai 102,88 0,398
2 Rawa 1.22 0,005
10 Tanah Kosong 12,32 0,048

Jumlah 24.752,00 100

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020
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Berdasarkan informasi pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 58,392% wilayah
Kota Palopo masih berupa hutan dengan luas permukiman sebesar 4,798%. Sementara luas
sawah sebesar 10,415% dari luas Kota Palopo.

A. Kawasan Budidaya

Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya :

a. Perikanan budidaya tambak seluas lebih kurang 550 Ha di Kecamatan Bara, dan
Kecamatan Telluwanug;

b. Budidaya air tawar seluas 355,8 Ha di Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang,
Kecamatan Sendana dan Kecamatan Telluwanua;

c. Kawasan potensil budidaya rumput laut meliputi tambak dan pantai yang berada di
Perairan Teluk Bone seluas lebih kurang 150 Ha di wilayah Kecamatan Bara, dan
Kecamatan Telluwanug;

d. Balai Benih lkan Salopao dengan luas 1,3 Ha di Kelurahan Mancani Kecamatan
Telluwanua.

B. Kawasan Lindung

- Kawasan Hutan Lindung
Kawasan hutan lindung dengan luas + 8.297,58 hektar terletak di Kelurahan Latuppa,
dan Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang
Barat, dan Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat.

- Kawasan Pelestarian Alam
Kawasan Taman Wisata Alam Nanggala Il seluas 891 hektar terletak di Kelurahan
Battang Barat Kecamatan Wara Barat.

- Kawasan Yang Memberikan Perlindungan TerhadapKawasan Bawahannya
Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya + 12 hektar
merupakan kawasan resapan air di Kawasan Mangkaluku dan sekitarnya Kelurahan
Murante Kecamatan Mungkajang.

2.2. Wilayah Rawan Bencana
Berikut adalah andalisis kerentanan wilayah rawan bencana di Kota Palopo berdasarkan
Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran
(Damkar), serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG):
Tabel 2.5.
Tingkat Bencana di Kota Palopo,Tahun 2019

Luas Wilayah Terdampak Bencana dengan Klasifikasi Tinggi (Ha)
| LG - Banijir . Cuaca .
Banijir Bandang Longsor | Tsunami Ekstrim Gempa | Kebakaran | Kekeringan

] \S/\écllor?on 20 ) _ _ > _ _ _

2 |Wara 45 - - - - - - -

3 | Wara Timur - - - - - - - -
4 | Wara Barat - - 5 - - - 12 67

5 | Wara Utara - - - - 10 - - -
6 | Mungkajang - - - - - - 7 53
7 | Sendana - - - - - - 4 35

8 |Bara - - - - - - - -

9 | Telluwanua 75 75 - - - - - -
Jumlah 140 75 5 - 15 - 23 155

Sumber : BPBD, Damkar, dan BMKG, 2020
Adapun uraian dari tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut :
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a. Banjir

Berdasarkan Data Tahun 2019 pada Tabel 2.5 diatas disebutkan bahwa kecamatan yang
pernah mengalami banjir adalah Kecamatan Wara Selatan (sekitar 20 Ha), yaitu di JI. Memed
dan JI. Pantai 1. Sedangkan yang mengalami bencana banijir di Kecamatan Wara (sekitar 45 Ha)
adalah Seputaran Daerah Kompi 721, JI. Anmad Dahlan, JI. Ambe Nona, Jl. Mangga, dan Jl.
Rambutan. Dan luasan bencana banjir untuk Kecamatan Telluwanua adalah sekitar 75 Ha.
Sehingga secara keseluruhan, data akumulasi banjir di Kota Palopo sampai dengan Tahun 2019
adalah sekitar 140 Ha.

Kawasan rawan banjir berada di Berada di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Jaya,
Kelurahan Mancani, (Kecamatan Telluwanua), Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Salobulo,
Kelurahan Batupasi (Kecamatan Wara Utara), Kelurahan Pontap, Kelurahan PonjalaE, Kelurahan
SalotelluE (Kecamatan Wara Timur), Kelurahan Amassangan, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan
Dangerakko, Kelurahan Tompotikka (Kecamatan Wara), dan Kelurahan Padanglambe
(Kecamatan Wara Barat).

Ancaman bencana banjr masih kerap melanda Kota Palopo. Pada tahun 2017 terjadi
bencana alam banjir dengan arus deras di Kecamatan Mungkajang yang menyebabkan 1
(satu) jembatan utama rusak. Selain itu, banjir juga terjadi di Kecamatan Telluwanua yang
menyebabkan beberapa rumah warga, sarana umum (masjid) dan fasilitas pemerintahan
(Kantor Lurah) terendam dan mengharuskan 16 KK mengungsi.

Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya banjir di Kota Palopo adalah:

e Kondisi DAS dalam keadaan kritis yang berakibat resapan air hujan ke dalam sistim
akuifer semakin berkurang dan erosi lahan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan
pula sedimentasi di alur dan muara sungai yang juga tinggi.

e Kapasitas sistem pengendali banjir yang ada seperti dimensi palung sungai,
tampungan air, sistem drainase dan lainnya kurang memadai.

Namun demikian, berdasarkan perhitungan Tim Revisi RTRW Kota Palopo, skor/indeks
ancaman bencana banijir di Kota Palopo secara umum masih pada posisi rendah, yaitu pada
skor 0,01, seperti yang terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Skor Ancaman Banijir Kota Palopo

Kedalaman (m) Kelas Nilai B‘();;’ t Skor
o
<0,76 Rendah 1 0,01
0,76 -1,5 Sedang 2 100 (rendah)
>1,5 Tinggi 3

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020
Untuk melihat kerawanan banjir dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Peta Rawan Banijir Kota Palopo

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020
b. Banjir Bandang

Sejak terbentuknya Kota Palopo Tahun 2002, telah terjadi Banjir Bandang 1 (satu) kali, yaitu
pada Tahun 2006. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Banjir Bandang tersebut dapat dilihat pada
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Tabel. 2.5 di atas. Adapun luasan yang terdampak diperkirakan sekitar 75 Ha yang berada di
Kecamatan Telluwanua, yaitu Poros Palopo — Masamba, Salutete, Pentojangan, Salubattang,
dan Marobo.

c. Longsor

Berdasarkan Data Tabel 2.5, bahwa pada Tahun 2019 telah terjadi bencana longsor di
Kecamatan Wara Barat, yaitu Jalan Poros Palopo — Toraja (Battang Barat) sekitar 5 Ha.

Secara umum kawasan rawan bencana tanah longsor yang berada di Kawasan Battang
Barat, dan Battang (Kecamatan Wara Barat), Kawasan Latuppa, dan Kawasan Kambo
(Kecamatan Mungkajang), Kawasan Peta (Kecamatan Sendana).Intensitas terjadinya bencana
gerakan tanah dalam beberapa tahun terakhir di beberapa lokasi di wilayah Kota Palopo
cenderung meningkat frekuensinya. Dan pada tahun 2020 terjadi kejadian luar biasa, yaitu
terjadinya tanah longsor pada KM 24 yang mengakibatkan terputusnya akses Jalan Nasional
yang menghubungkan Kota Palopo dan Kabupaten Toraja Utara.

Bencana ini relatif sering terjadi di kawasan bagian barat Kota Palopo, khususnya di
wilayah Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan Battang. Fenomena ini disebabkan oleh makin
meningkatnya pemanfaatan lahan di daerah rentan gerakan tanah. Kondisi ini diperparah saat
intensitas hujan yang tinggi terjadi dalam durasi yang panjang. Namun demikian, berdasarkan
perhitungan Tim Revisi RTRW Kota Palopo, skor/indeks ancaman bencana tanah longsor di Kota
Palopo secara umum masih pada posisi rendah dan sedang dengan skor 0,01, seperti yang
digambarkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Skor Ancaman Bencana Tanah Longsor Kota Palopo Tahun 2019
Zona Ancaman Kelas Nilai B?;;’i Skor
(]

Gerakan Tanah Sangat Rendah, Rendah 1
Rendah 100 0,01
Gerakan Tanah Menengah Sedang 2 (rendah)
Gerakan Tanah Tinggi Tinggi 3

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Klasifikasi Zona dan Kelas Ancaman Longsor adalah sebagai berikut :
e Kelas Sedang : Kecamatan Wara Barat ; Jalan Poros Palopo - Toraja
o Kelas Rendah :

1) Kecamatan Mungkajang Daerah Kambo

2) Kecamatan Wara Utara Daerah Jalan Lingkar Barat

3) Kecamatan Daerah Jalan Poros Pentojangan - Salubattang

d. Tsunami
Khusus untuk bencana fsunami, selama pembentukan Kota Palopo belum terjadi bencana
tersebut.

e. Cuaca dan Gelombang Ekstrim serta Abrasi

Kondisi cuaca ekstrim juga dapat dilihat Tabel. 2.5 diatas. Dari data Tahun 2019, terlihat
bahwa telah terjadi Cuaca Ekstrim / Angin Putting Beliung di Kecamatan Wara Selatan (Purangi)
dengan luas dampak sekitar 5 Ha. Selain itu Cuaca Ekstrim ini juga terjadi di Kecamatan Wara
Utara (Penggoli) yang luas dampaknya sekitar 10 Ha. Sehingga secara total dampak cuaca
ekstrim adalah sekitar 15 Ha.

Kawasan rawannya berada di Berada di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan
Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Bara. Ancaman gelombang ekstrim dan
abrasi Kota Palopo berada pada klasifikasi/kategori Rendah yakni pada skor 1,50 atau masih
dalam kelas interval 1,65-1,00 (seperti yang terlihat dalam Tabel 2.8). Sementara klasifikasi
ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32-1,66, dan 3,00-2,23.
Indikator yang digunakan untuk bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah tinggi
gelombang, arus wilayah perairan (current) tutupan vegetasi di wilayah pesisir, bentuk garis
pantai dan fipologi pantai.

Untuk melihat Skor Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Palopo dapat dilihat
pada Tabel 2.8.
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Tabel 2.8
Skor Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Palopo Tahun 2019

Paramater e Kelas Skor
(%) Rendah Sedang Tinggi
Tinggi gelombang 30 <Im 1-2,5m >2,5m 0,30
Arus (current) 30 <0,2 02-04 >0,4 0,30
Tutupan vegetasi 15 >80% 40 - 80% <40% 0,45
Bentuk garis pantai 15 Berteluk Berteluk - lurus lurus 0,15
Tipologi pantai 10 Berbatu karang Berbatu pasir | berlumpur 0,30
Jumlah Skor 1,50
Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020
Keterangan: Hazard Gelombang Ekstrim dan Abrasi = (0,3* skor tinggi gelombang) +

(0,3* skor arus) + (0,15 *skor tutupan vegetasi) + (0,15* skor bentuk garis pantai) + (0,1* skor fipologi
pantai).

f. Gempa

Kota Palopo berada pada 2 (dua) jalur patahan, yaitu Sesar Palu Koro dan Sesar
Walanae. Olehnya itu, Kota Palopo memiliki potensi terjadinya Gempa. Namun selama belum
pernah terjadi gempa yang epicentrumnya di Kota Palopo.

g. Kebakaran

Kebakaran Gedung dan Permukiman

Berdasarkan Data Tahun 2019 yang terangkum dalam Tabel 2.5, kecamatan yang pernah
mengalami bencana kebakaran adalah Kecamatan Sendana, Mungkajang, dan Wara Barat.
Untuk Kecamatan Sendana (Kelurahan Peta) dengan luas dampak diperkirakan sekitar 4 Ha.
Sedangkan untuk Kecamatan Mungkajang (Kelurahan Kambo) dampak kebakaran sekitar 7 Ha.
Dan untuk Kecamatan Wara Barat ( Kelurahan Battang) bencana kebakaran berdampak sekitar
12 Ha. Sehingga secara keseluruhan luasan dampak akibat bencana kebakaran diperkirakan
sekitar 23 Ha.

Kawasan rawannya berada di Berada di kawasan permukiman kepadatan finggi pada
wilayah Kelurahan Penggoli, Kelurahan Batfupasi, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae,
Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Luminda, Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Boting, Kelurahan
Tompotikka, dan Kelurahan Dangerakko.

Ancaman kebakaran gedung dan permukiman berada pada klasifikasi/kategori Rendah
yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65 — 1,00 (seperti yang digambarkan dalam
Tabel 2.9). Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas
interval 2,32 - 1,66, dan 3,00 — 2,23.

Untuk melihat Skor Ancaman Kebakaran Gedung dan Permukiman Kota Palopo dapat
dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Skor Ancaman Kebakaran Gedung dan Permukiman Kota Palopo Tahun 2019
Paramater HEDE! Kelas Skor
(%) Rendah Sedang Tinggi
Frekuensi kejadian 2-5% 0,60
kebakaran (%) 60 <2% >3%
Kergglon gkonoml 6 <1m 1-3M >3 M 0.06
(miliar rupiah)
Jumlgh korban 28 - 1 orang >1 orang 0,28
meninggal
Jumlah korban luka 6 <5 orang 5-10 orang >10 0.06
berat orang
Jumlah Skor 1,00

Keterangan : Hazard Kebakaran Gedung dan Permukiman = (0,6* skor frekuensi kejadian) +
(0,06* skor kerugian ekonomi) + (0,28* skor jumlah meninggal) + (0,06* skor jumlah
luka berat.
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Gambaran tentang Ancaman Kebakaran Kota Palopo dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8
Peta Rawan Kebakaran

,,,,,,

Keo. Sendana

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan berada di Berada di wilayah Kecamatan
Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, dan Kecamatan Telluwanua.
Ancaman kebakaran hutan dan lahan berada pada klasifikasi/kategori Rendah yakni pada skor
1,00 atau dalam kelas interval 1,65-1,00 (seperti yang terlihat pada Tabel 2.10). Sementara
klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32-1,66, dan
3.00-2,23.

Untuk melihat Skor Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palopo dapat
dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Skor Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Bobot | Minimu . Kelas
Paramater (%) m Maximum Rendah | Sedang Tinggi Skor
Padang
Lahan rumput kering,
Jenis Hutan 40 Hutan Perkebu | semak belukar
0,40
nan dan lahan
pertanian
. . | Penghuj
Curah Hujan 30 0 mm 5000 mm Penghuj an- Kemarau 0,30
Tahunan an
Kemarau
Non 0,30
Jenis Tanah 30 Non k?og Bog soil organik/ Seml‘ Organik/gam
soll Non organik but
gambut
Jumlah Skor 1,00

Keterangan : Hazard Kebakaran Hutan dan Lahan

hujan

= (0,4* skor jenis hutan) + (0,3* (curah

fahunan/5000) + (0,3* skor jenis tanah).

h. Kekeringan

Berdasarkan dari Badan Meterologi dan Geofisika (BMKG), bahwa data kekeringan Tahun
2019 berada pada 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sendana, Mungkajang, dan Wara
Barat. Untuk Kecamatan Sendana (Kelurahan Peta) bencana kekeringan diperkirakan
berdampak sekitar 35 Ha. Selanjutnya untuk Kecamatan Mungkajang (Kelurahan Kambo)
dengan luas dampak sekitar 53 Ha. Dan untuk Kecamatan Wara Barat (Kelurahan Battang)
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berdampak sekitar 67 Ha. Sehingga secara total dampak bencana kekeringan di Kota Palopo
berdasarkan Data Tahun 2019 adalah sekitar 155 Ha.

i. Indeks Penduduk Terpapar

Penentuan Indeks Penduduk Terpapar dihitung dari komponen sosial budaya di kawasan
yang diperkirakan terlanda bencana. Komponen ini diperolen dari indikator kepadatan
penduduk dan indikator kelompok rentan pada suatu kawasan bila terkena bencana. Indeks ini
baru bisa diperoleh setelah Peta Ancaman untuk setfiap bencana selesai disusun. Data yang
diperoleh untuk komponen sosial budaya kemudian dibagi dalam 3 kelas ancaman, yaitu
rendah, sedang dan tinggi. Selain dari nilai indeks dalam bentuk kelas (rendah, sedang atau
tinggi), komponen ini juga menghasikan jumlah penduduk yang fterpapar ancaman bencana
pada suatu daerah. Komponen dan indikator untuk menghitung Indeks Penduduk Terpapar
dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Indeks Penduduk Terpapar Kota Palopo Tahun 2019
No | Bencana Komponen/ Kelas Indeks Bonot Skor
Indikator Rendah | Sedang | Tinggi Total
Sosial Budaya (40%)
! Kepadatan <500 500-1000 >1000 60%
1. Banijir Penduduk jiwa/km2 | jiwa/km2 | jiwa/km?2 ° 1.6
o |Kelompok <20% | 20-40% | >40% 4% | (rendonl
Rentan
Sosial Budaya (40%)
2 Tanah Kepadatan <500 500-1000 >1000 16
. Longsor 1 p K . k2 | i km2 | i k2 60% '
Kelndudu|< jiwa/km jiwa/km jiwa/km (rendah)
elompo i
2 Rentan <20% 20-40% >40% 40%
Sosial Budaya (40%)
Gelomba ! Kepadatan <500 500-1000 >1000 60%
3. | ng Ekstrim Penduduk jiwa/km2 | jiwa/km2 | jiwa/km2 ° 1.6
& Abrasi Kelompok (rendah)
2 Rentan <20% 20-40% >40% 40%
Sosial Budaya (40%)
febakara I~ Tkepadatan <500 | 5001000 [ >1000 | oo
4, dan Penduduk jiwa/km2 | jiwa/km?2 | jiwa/km?2 ° »
Kelompok '
Lahan 2 Rentan <20% 20-40% >40% 40% (rendah)
Kebakara Sosial Budaya (40%)
n Gedung ! Kepadatan <500 500-1000 >1000 60%
5. dan Penduduk jiwa/km2 | jiwa/km?2 | jiwa/km?2 ° 1,6
Permukim | 2| Kelompok <20% 20-40% >40% 40% (rendah)
an Rentan

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada 5 (lima) kategori bencana Indeks Penduduk
Terpapar, kesemuanya termasuk dalam kategori rendah dengan skor 1,6.
Adapun Potensi Kawasan Relokasi Bencana Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel 2.12.
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Tabel 2.12

Lokasi Potensi Kawasan Evakuasi/Relokasi Bencana Kota Palopo, Tahun 2019

No

Kabupaten/
-Kota

Potensi
Bencana

Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana

Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana

Banijir

a.

b.

Ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-
Lapangan Pancasila;

Ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-
Lapangan Gaspa;

Ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan
Lagaligo-Stadion Lagaligo;

Kelapa-Jalan

. Ruas Jalan Sungai Pareman Il-Jalan DR. Sam Ratulangi-

Lapangan Kodim;

. Ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Cenftre.

Longsor

. Ruas

. Ruas

Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan
Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;

Jalan  Poros Latuppa-Kantor Kecamatan
Mungkajang;

Ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman-
Jalan Pantai ll-Kantor Kecamatan Wara Selatan.

Gelombang

. Ruas

. Ruas Jalan A. Tendrigjeng - Jalan Andi Tadda - Jalan

Jenderal Anmad Yani - Lapangan Gaspa;
Jalan  Yos  Sudarso-Jalan  Landau-Jalan
Sawerigading-Jalan Diponegoro — Lapangan Gaspa;

iﬁ:gr; dan c. Ruas Jalan Malaja Baru-Jalan Malagja-Jalan  Andi
Djemma-Lapangan Pancasila;
: Kota Palopo d. Ruas Jalan Pantai I-Jalan Jenderal Sudirman- Islamic
Centre.
a. Ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-
Lapangan Pancasila;
b. Ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-
Lapangan Gaspa;
c. Ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan  Kelapa-Jalan
Kebakaran . . .
Lagaligo-Stadion Lagaligo;
Gedung dan . .
Permukiman d. Ruas Jalan Sungai Pareman ||'—JO|OI’1 DR. Sam Ratulangi-
Gedung Saodenrae Convention Centre;
e. Ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre;
f. Ruas Jalan Andi Tadda - Jalan Jenderal Ahmad Yani -
Gedung Saodenrae Convention Centre;
g. Ruas jalan Sungai Rongkong - Lapangan Kodim.
a. Ruas Jalan Poros Toragja Utara-Palopo-Lapangan
Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
b. Ruas Jalan Poros Latuppa-Lapangan Kelurahan
Kebakaran Latuppa Kecamatan Mungkajang; dan
Hutan dan c. Ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman-
Lahan Jalan  Pantai  ll-Lapangan  Kelurahan  Purangi
Kecamatan Wara Selatan.
d. Ruas Jalan Poros Kambo - Lapangan Kelurahan
Kambo Kecamatan Wara Barat.
Il | Kota Palopo | Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana
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Kabupaten/ Potensi

No
-Kota Bencana

Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana

| Kota Palopo | Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana

Banjr, a. Lapangan Pancasila Kelurahan Tompotikka;
Kebakaran . . .

b. Stadion Lagaligo Kelurahan Lagaligo;
Gedung o

c. Lapangan Gaspa Kelurahan Boting;
dan . )

. d. Lapangan Kodim Kelurahan Salobulo;

Permukiman, . .

e. Lapangan Islamic Centre Kelurahan Takkalala;
Gelombang f. Lapangan Rampoang Kelurahan Rampoan
Ekstrim dan - Hapang poang poang.
Abrasi
Tanah longsor | a. Lapangan Kelurahan Battang (Kecamatan Wara
serta, Barat), Lapangan Kelurahan Peta (Kecamatan
kebakaran Sendana), Lapangan Kelurahan Murante (Kecamatan
hutan dan Mungkajang).
lahan

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2020

2.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kota Palopo diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata
Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan. Posisi Kota Palopo untuk mendukung pengembangan Sulawesi
Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang
seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan.

2.3.1. Rencana Struktur Ruang

> Kota Palopo Dalam RTRW Nasional

Rencana struktur ruang Kota Palopo diarahkan sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan
baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat
Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan  kualitas jaringan transportasi, energi,
telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan
strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi
pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang
mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Kota Palopo.

Rencana struktur ruang wilayah di Kota Palopo meliputi sistem perkotaan nasional, sistem
jaringan fransportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan felekomunikasi
nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Sulawesi
Selatan mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai
strategis nasional serta kawasan strategis nasional. Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah dan Lokal
dalam RPJMD Sulsel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Posisi Kota Palopo dalam Sistem Jaringan

S Sistem Jaringan

Sistem Jaringan Transportasi Jaringan .g X Sistem Jaringan
No Kota . . Telekomunikasi .
Nasional Energi s Sumber Data Air
X Nasional

Nasional

Jaringan jalan arteri dan Wilayah Sungai
: Palopo kong’ror primer SUTT Jcmngo_n (WS)-—Lm’ros

Jaringan jalan bebas teresterial Provinsi
hambatan dan antar kota Pompengan —
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AR Sistem Jaringan

No Kota Slste.m Jaringan Transportasi Jarlnqan Telekomunikasi Sistem Jarlngar]
Nasional Energi X Sumber Data Air
X Nasional
Nasional
\ Jaringan jalur KA Larona

Sumber Data : Diolah dari RTRW Propinsi Sulsel 2009-2029

» Kota Palopo Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi sebagai "salah satu pintu gerbang Indonesia dalam
perdagangan internasional dan pintfu  gerbang Kawasan Timur Indonesia dengan
pengembangan industri  berbasis  logistik; serta  lumbung pangan nasional  dengan
pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; dan pengembangan industri berbasis
rotan, aspal, nikel, dan biji besi; serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim
(kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.”

Pusat kegiatan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan
Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Pare - Pare, yang berfungsi
mendukung peran Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai
pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul fransportasi
serta pusat pelayanan publik berskala provinsi.

Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional di Sulawesi Selatan terkait posisi
Kota Palopo sebagai berikut :

Tabel 2.14
Posisi Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan

No Kota Pusat Kegiatan Nasional Pusw"l; ‘i’%‘:hn Pusail-gzglloton
Diarahkan sebagai Kota yang berfungsi
sebagai pusat kegiatan nasinal (OKN) . .
yang berorientasi pada kegiatan Agroindust,

1 Palopo . Perkebunan dan | -

Pelayanan sentra pengolahan hasil Pertanian
pertanian (sentra pangan nasional)
dan perkebunan

Sumber Data : Diolah dari RTRWN 2009-2029

Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional di Sulawesi Selatan Palopo masuk di Kawasan Palopo
DSK (pariwisata mendukung Tana Toragja, perkebunan, pertanian, dan perikanan). Kebijakan
pengembangan kawasan budidaya di Sulawesi Selatan diarahkan dengan melakukan
pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai  strategis dengan
menumbuhkembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis pada kluster
sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan. Kawasan pertanian dan perikanan yang
diarahkan sebagai kawasan pengembangan budidaya komoditas unggulan berupa kawasan
pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan perikanan
tangkap. Sedangkan pengembangan kawasan aglomerasi industry skala kecil dan menengah
diarahkan pada Kota Palopo.

Kebijokan pengembangan kawasan perdagangan diarahkan tumbuh berkembang
terpadu dengan pengembangan kawasan industri lokal di senfra-sentra produksi di seluruh
wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan perdagangan skala besar diarahkan pada Pusat
Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah, sedangkan kawasan perdagangan skala sedang
diarahkan pengembangannya pada pusat kegiatan lokal provinsi. Pembangunan kawasan
perdagangan diarahkan perencanaannya terpadu dengan fasilitas pendukungnya seperti;
kawasan perkantoran, perbankan, pertokoan, hotel dan restoran, terminal bis dan kawasan
pergudangan.

Kebijakan pengembangan kawasan pariwisata, diarahkan pada kawasan yang memiliki
objek dengan daya tarik wisata dengan mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan
alam dan lingkungan. Pengembangan kawasan pariwisata di Sulawesi Selatan meliputi
pengembangan kawasan pariwisata alam (TWA) yang mengandalkan potensi dan kekayaan
alam diarahkan pada TWA yang berada di kabupaten Luwu Timur, Gowa, Bone, Soppeng,
Pangkep, Kepulauan Selayar, Maros, Takalar, Jeneponto, Wajo, Enrekang, Tana Roraja, Sinjai,
dan Kota Palopo serta Kota Makassar, pengembangan pariwisata budaya dan sejarah (TWB)
yang mengandalkan kekayaan alam, adat, sejarah dan budaya pada kawasan permukiman

Perubahan RPJMD Kota Palopo 2018-2023 Bab Il Hal 16



dan perdesaan tradisional maupun kawasan peninggalan kerajaan, serta situs peninggalan
sejarah diarahkan pada kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Sinjai, Bone, Bulukumba, Gowa,
Bulukumba serta Kota Makassar dan Kota Palopo.

Pengembangan kawasan pariwisata dilakukan dengan menunjuk pada perafuran

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Nasional (RIPARNAS) yang telah menetepkan Daerah Pariwisata Nasional (DPN) Makassar-
Takabonerate dan sekitarnya kemudian DPN Toraja-Lorelindu dan sekitarnya yang telah meliputi
7 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu: Maros (karst), Kota Makassar,
Sengkang, Sinjai, Bulukumba, Selayar, dan Palopo dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN) yaitu: Toraja dan Takabonerate.

1.

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Palopo
Tujuan Penataan Ruang Kota Palopo

“"Mewujudkan Kota Palopo sebagai kota modern pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan
umum terdepan di Indonesia yang berkearifan lokal dan religi, serta nyaman dan produktif
untuk semua”.
Kebijakan Penataan Ruang Kota
a. Penyebaran pusat — pusat pelayanan skala regional dan skala kota;
b. Pengendalian intensitas fungsi primer kota;
c. Pengopfimalan pemanfaatan dan pengembangan lahan - lahan marginal di
kawasan pesisir menjadi lahan produktif perkotaan;
d. Pengembangan jaringan lahan baru yang mengefisienkan mobilitas penduduk serta
angkutan barang antar kota dan dalam kota;
e. Peningkatan kualitas kawasan lindung guna mendukung upaya pembangunan kota
yang berkelanjutan;
f. Peningkatan daya saing kota melalui program - program inovasi daerah yang
berkearifan lokal;
g. Peningkatan integrasi teknologi sarana dan prasarana pelayanan kota;
h. Pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Strategi Penataan Ruang Kota Palopo
a. Strategi penyebaran pusat — pusat pelayanan skala regional dan skala kota, meliputi :

1. Mengendalikan infensitas pemanfaatan ruang secara horizontal di kawasan pusat
kota;

2. Mengarahkan investasi pembangunan baru pada sub - sub wilayah di luar
kawasan pusat kota;

3. Mengoptimalkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pada
komponen — komponen kota skala regional dan skala kota yang telah tersedia di
sub = sub wilayah, terutama yang ada di bagian Utara dan Selatan kota;

4. Mengembangkan jaringan jalan baru guna meningkatkan aksesibilitas pergerakan
antar sub - sub wilayah dengan daerah — daerah luar kota, maupun antar sub -
sub wilayah dengan kawasan pusat kota.

b. Strategi pengendalian intensitas fungsi primer pusat kota, meliputi :

1. Mengenddalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan — kegiatan skala regional;

2. Menerapkan standar pelayanan minimum secara ketat, terutama kegiatan pada
koridor jalan utama dengan memperhatikan daya tampung milik jalan untuk parkir;

3. Mengoptimalkan pengembangan komponen - komponen skala regional yang
telah ada saat ini dengan kelengkapan pendukung seperti area parkir, ruang
terbuka hijau dan lainnya.

c. Strategi pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan lahan — lahan marginal di
kawasan pesisir menjadi lahan produktif perkotaan, meliputi ;

1. Melakukan reklamasi kawasan pesisir Kota Palopo guna memenuhi kebutuhan
pengembangan fisikk kota ke arah Timur, serta mencegah terjadinya degradasi
kawasan pesisir;

2. Melakukan penataan kawasan permukiman kumuh nelayan di sepanjang pesisir
Kota Palopo;

3. Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada area sempadan pantai dan
sungai ferutama pada area sekitar muara sungai, guna mencegah terjadinya
bencana alam banjir dan abrasi;
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4. Mengembangkan kegiatan - kegiatan jasa dan perdagangan skala nasional,
regional dan kota pada lahan —lahan hasil reklamasi di pesisir Kota Palopo.
d. Strategi pengembangan jalan baru guna mengefisienkan mobilitas penduduk serta
angkutan barang antar kota dan dalam kota, meliputi :

1.  Melakukan pembangunan jalan - jalan baru guna mengurangi volume kendaraan
pada jalan utama kota (jalan arteri primer) saat ini sehingga aksesibilitas pergerakan
tetap tinggi, baik antar kota maupun dalam kota;

2. Mengintegrasikan program nasional pengembangan jalan bebas hambatan
penghubung antar kota di Sulawesi;

3. Mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) terutama jalan - jalan utama
kota dari kegiatan yang menganggu kelancaran fungsi jalan.

e. Strategi pengembangan jaringan jalan baru guna mengefisienkan mobilitas penduduk
serta angkutan barang antar kota dan dalam kota, meliputi :

1. Melakukan pembangunan jalan - jalan baru guna mengurangi volume kendaraan
pada jalan utama kota (jalan arteri primer) saat ini sehingga aksesibilitas pergerakan
tetap tinggi, baik antar kota maupun dalam kota;

2. Mengintegrasikan program nasional pengembangan jalan bebas hambatan
penghubung antar kota di Sulawesi;

3. Mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) terutama jalan - jalan utama
kota dari kegiatan yang menganggu kelancaran fungsi jalan.

f.  Strategi peningkatan kualitas kawasan lindung guna mendukung upaya pembangunan
kota yang berkelanjutan, meliputi :

1. Mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung dari kegiatan yang akan merusak
ekosistem alami kawasan;

2. Melakukan penghijauan/penanaman vegetasi pepohonan pada area kawasan
lindung yang telah krisis akibat penebangan pohon secara liar;

3. Tidak mengarahkan pengembangan kegiatan budidaya perkotaan ke dalam
kawasan lindung yang berpotensi merubah bentang alam;

4. Mempertahankan luasan kawasan lindung yang ada dan menjadikannya sebagai
paru — paru kota;

5. Mengopfimalkan nilai ekonomis kawsan lindung melalui pemanfaatan potensi wisata
alam yang ada didalamnya.

g. Strategi peningkatan daya saing kota melalui program — program inovasi daerah yang
berkearifan lokal, meliputi :

1. Mengembangkan kegiatan yang bersifat inovasi yang berbeda dengan daerah lain,
dengan mengaplikasikan teknologi dalam sistem kegiatannya;

2. Mengembangkan program - program inovasi dengan memanfaatkan potensi
unggulan komparatif wilayah dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta
dalam kerangka membangun daya saing kota;

3. Melakukan revitalisasi kawasan bersejarah sebagai perwujudan pengembangan
kota pusaka dengan memanfaatkan teknologi dan memperhatikan ruang terbuka
publik.

h. Strategi peningkatan integrasi teknologi sarana dan prasarana pelayanan kota, meliputi :

1. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kota yang mengadopsi konsep
kota modern guna mengoptimalkan kualitas pelayanannya;

2. Mengembangkan utilitas kota yang mengintegrasikan teknologi termutakhir dan
ramah lingkungan, guna mengefektitkan dan memperluas fungsi dan cakupan
pelayanan masing — masing utilitas;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kota sebagai
upaya merespon peningkatan kebutuhan masyarakat.

i. Strategi pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang ada
saat ini;

2. Mengembangkan zona penyangga (barrier) pada kawasan pertahanan dan
keamanan yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dengan kawasan lainnya yang
fidak bersinergis dengan kawasan pertahanan dan keamanan;

3. Mengembangkan sarana dan prasarana  pelayanan  kota yang berfungsi
memperkuat fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
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Penataan Pola Ruang Daerah :
1. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi Kelurahan Tompotikka dan Kelurahan Salekoe
Kecamatan Wara Timur dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan
dan jasa.

Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)

SPPK | berada di Keluarahan Maroangin Kecamatan Telluwanua, dengan fungsi
meliputi perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan kesehatan, perumahan
kepadatan rendah dan pendidikan menengah.

SPPK Il berada di Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara, dengan fungsi meliputi
pelayanan kesehatan skala regional, perdagangan dan jasa, perkantoran,
perumahan kepadatan sedang dan pendidikan menengah.

SPPK IlIl berada di Kelurahan Songka Kecamatan Wara, dengan fungsi meliputi
perkantoran, perdagangan dan jasa, perumahan kepadatan sedang, pendidikan
tinggi, simpul fransportasi regional dan pelayanan kesehatan skala lokal.

SPPK IV berada di Kelurahan Sendana Kecamatan Sendana, dengan fungsi meliputi
perumahan kepadatan rendah, perkantoran, pelayanan kesehatan skala lokal, pusat
budaya dan aolah raga.

SPPK V berada di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat, dengan fungsi meliputi
perumahan kepadatan rendah, perkantoran dan pelayanan kesehatan skala lokal.
Pusat Lingkungan

PL meliputi pelayanan perkantoran, pemerintahan, perdagangan jasa dengan skala
lingkungan, pelayanan sosial budaya, serta perumahan yang tersebar di sefiap
kelurahan.

2. Rencana Sistem Prasarana Wilayah
Rencana Sistem Jaringan Utama
Jaringan Transportasi Darat

a.
b.
C.

Rencana Sistem Jaringan Jalan

Rencana sistem jaringan jalan terdiri dari Jaringan jalan arteri primer, Jaringan
jalan kolektor primer;Jaringan lokal primer yang terdiri Ruas jalan penghubung
Kelurahan Sampoddo - Kelurahan Jaya melalui Kecamatan Sendana - Kecamatan
Mungkajang - Kecamatan Wara Barat — Kecamatan Telluwanua (jalan lingkar barat
luar), Jaringan jalan lingkungan primer terdiri dari Pengembangan jaringan jalan
lingkar barat dalam (ruas Buntu Pareppa — Pepalbri — Pamenta - Lassik) sepanjang + 9,0
km, Jaringan jalan bebas hambatan yang terdiri dari Ruas Palopo — Tindantana dan
ruas Palopo — Pare-Pare.
Rencana pembangunan dan pengembangan terminal di Kota Palopo :
Terminal type C Dangerakko di Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara;
Pengembangan terminal type A di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan;
Pengembangan terminal type C Telluwanua di Kecamatan Telluwanua.

Rencana Sistem Jaringan Jalur Kereta Api

Rencana jaringan jalur kereta api melintasi wilayah Kecamatan Telluwanua -
Kecamatan Bara — Kecamatan Wara Utara — Kecamatan Wara Timur — Kecamatan
Wara Selatan.Jalur ini membangun konektivitas antara kawasan peruntukan industri
Maroangin — Terminal type A Songka — Bandara Lagaligo — Pare-Pare — Makassar. (jalur
kereta antar kota utama Makassar — Pare-Pare — Palopo — Palu — Manado). Kemudian
menyediakan fasilitas Park and Ride yang berdekatan dengan Terminal type A Songka,
sebagai tempat pergantian moda angkutan umum untuk selanjutnya menggunakan
kereta api.Jalur ini sebagian berada di atas perairan laut, berhimpit dengan jalur jalan
bebas hambatan.

Jaringan Transportasi Laut
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Tatanan kepelabuhan adalah Pelabuhan Nasional Pengumpul Tanjung Ringgit
terdapat di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur.

Alur pelayaran terdiri atas :

a. Alur pelayaran barang terdiri atas :

« Palopo - Surabaya - Jakarta.

J—
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Palopo - Loktuan — Gresik — Tarjun — Batulicin — Bontang.
Palopo — Makassar — Belawan — Bitung.

Palopo — Saumlaki — Malinau — Tanjung Redep — Tanjung Jere.
Palopo - Lemito — Gorontalo.

Palopo - Irak — Swiss — USA.

Alur pelayaran penumpang dengan rute terdiri atas :

Palopo - Kolaka Utara — Kendarri.

Palopo - Siwa - Kolaka Utara — Kendairi.

X3

*

X3

o

5

%

X3

A

o O

*

5

%

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Jaringan Energi/Listrik
Rencana Sistem Jaringan Energi/Listrik
Pembangkit tenaga listrik terdiri atas :
a. Sumber energy listrik utama yang masuk dalam sistem interkoneksi Sulawesi yang
melayani wilayah Kota Palopo yang terbesar adalah berasal dari PLTA Poso (PT.
Poso Enenrgy) berkapasitas 2 x 65 MW melalui jaringan SUTET 275 KV, kemudian
didistribusikan melalui Gardu Induk Latuppa masuk ke jaringan tegangan
menengah yang dikelola oleh PT. PLN hingga ke konsumen.
b. Sistem jaringan interkoneksi regional Sulawesi pada jaringan tegangan menengah
20 KV.
Jaringan Telekomunikasi
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
1. Jaringan telepon kabel kini menggunakan kabel serat opftik terintegrasi 3 (tiga)
fungsi : Telepon, Internet dan TV.
Jaringan nirkabel meliputi :
a. Penyediaan dan pemanfaatan menara Base Transceiver Station yang digunakan
secara bersama menjangkau seluruh wilayah kota;
b. Penyebaran jaringan intfernet hotspot pada pusat — pusat kegiatan dan kawasan
strategis;
c. Pengembangan Microcell Pole di beberapa spot kawasan guna menambah
kapasitas jaringan 4G LTE, dengan cakupan per Unif radius = 2 km.

N

Jaringan Sumber Daya Air

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi :

DAS Purangi dengan luas cakupan area 1.037 hektar;

DAS Bua dengan luas cakupan area 1.168, 04 hektar;

DAS Songkamati dengan luas cakupan area 136,20 hektar;
DAS Pacangkuda dengan luas cakupan area 6.412,80 hektar;
DAS Boting dengan luas cakupan area 3.087,25 hektar;

DAS Salubattang dengan luas cakupan area 13.760,59 hektar.

"0 0000

Daerah Irigasi (DI) terdiri atas :

a. Daerah Irigasi wewenang/tanggung jawab Provinsi Sulawesi Selatan, yakni :

- DI Padang Alipan

b. Daerah lrigasi wewenang/tanggung jawab Kota Palopo, yakni :

- DI Padang Lambe, DI Lappo, DI Kaluku, DI Sumarambu, DI To'Punti, DI
Tomarundung 1, DI Tomarundung 2, DI Murante, DI Mawa, DI Lumandi, DI Songka,
DI Purangi, DI Sendana, DI Batu Papan, DI Batu Lotong
Cekungan air tanah terletak di Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua
dengan luas area 2.634,71 hektar.

Jaringan Penyediaan Air Minum Kota
Jaringan air baku untuk air minum terdiri atas :
Sungai Latuppa di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;Sungai Babak di
Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;Sungai Mangkaluku di Kelurahan
Kambo Kecamatan Mungkajang;Sungai Bambalu di Kelurahan Baftang Barat
Kecamatan Wara Barat;Rencana pengembangan DAM Latuppa.
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Jaringan perpipaan

Unit Air Baku yang bersumber dari :

Sungai Mangkaluku, dengan potensi debit air baku + 4.800 liter per detik;
Sungai Latuppa, dengan potensi debit air baku + 6.600 liter per detik;
Sungai Mangandang, dengan potensi debit air baku £ 60 liter per detik;
Sungai Buludatu, dengan potensi debit air baku + 5 liter per detik;
Sungai Bambalu, dengan potensi debit air baku * 8.200 liter per detik.

vVVvyvyyvy?®2

b. Unit Produksi Air Minum terdiri atas :

> IPAM | H. Abd Madjid di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang berkapasitas
sebesar 350 liter/detik;

> IPAM Il Magandang di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara berkapasitas sebesar
20 liter/detik;

> IPAM Il Battang di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat berkapasitas 110
liter/detik;

> IPAM IV Mungkajang di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang berkapasitas
20 liter/detik;

» IPAM V Batupapan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Telluwanua
berkapasitas 50 liter/detik.

Rencana pengembangan :

1. Penambahan kapasitas masing — masing 50 liter/detik untuk IPAM Batupapan, IPAM
Abd. Madjid dan IPAM Battang;

2. Pengembangan pipa transmisi Batupapan sepanjang 34,3 km di Kelurahan Padang
Lambe dan Kelurahan Battang;

3. Pengembangan pipa tfransmisi Latuppa sepanjang 3 km di Kelurahan Murante dan
Kelurahan Latuppa;

4. Pengembangan pipa distribusi sepanjang 14 km di Kelurahan Benteng, Kelurahan
Songka, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Padang Lambe,
Kelurahan Jaya dan Kelurahan Maroangin;

5. Pengembangan pipa fersier sepanjang 17,5 km di Kelurahan Baftu Walenrang,
Kelurahan Mancani, Kelurahan Jaya, Kelurahan Maroangin dan Kelurahan Padang
Lambe;

6. Pembangunan DAM jaringan air baku air minum Latuppa di Kelurahan Latuppa.

Jaringan bukan perpipaan

Jaringan bukan perpipaan meliputi sungai, sumur dangkal, sumur pompa tfangan
pada spot = spot permukiman yang berada pada Kelurahan Salubattang,
Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Peta dan Kelurahan Kambo.

Pengelolaan air limbah Kota
Sistem air limbah domestik :
a. Sistem setempat (on site) : sefiap bangunan gedung dilengkapi tangka septic;
b. IPAL Komunal skala lingkungan pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan
permukiman kumuh;
c. Pengembangan Instalasi Pengilahan Limbah Tinja (IPLT) di Kelurahan Mancani
Kecamatan Telluwanua.

Sistem pengolahan air limbah industri :
Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota di Kelurahan
Maroangin Kecamatan Telluwanua juga merupakan IPAL kawasan peruntukan
industry (insentif infrastruktur).

Persampahan Kota
Rencana Sistem Jaringan Pengelolaan Persampahan
Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) :
Dikembangkan di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua berhimpit dengan
TPA dan IPLT Mancani.
Lokasi TPS :
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TPS sampah organic dan TPS sampah an organic direncanakan pada unit
lingkungan permukiman dan kawasan Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat
Pelayanan Kota (SPPK) dan Pusat Lingkungan (PL).
Lokasi TPST 3R :
- Eksisting 2 unit di Kelurahan Lagaligo.
- Direncanckan dikembangkan di setiap kelurahan.
Lokasi TPA :
Di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua seluas 10 Ha dengan menggunakan
metode Sanitary Landfilt.
Dainase Kota
Rencana Sistem Drainase
Saluran drainase primer :

a. Sungai Latuppa yang melintasi wilayah Kecamatan Mungkajang,
Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, dan
Kecamatan Wara Timur;

b. Sungai Boting yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Baratf, Kecamatan
Wara, dan Kecamatan Wara Utara;

c. Sungai Takkalala yang melintasi Kecamatan Wara Selatan;

d. Sungai Amassangan yang melintasi Kecamatan Wara dan Kecamatan
Wara Timur;

e. Sungai Pikun yang melintasi Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara;

f.  Sungai Salu Baftang yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Barat dan
Kecamatan Telluwanua;

g. SungaiBatu yang melintasi wilayah Kecamatan Telluwanua; dan

h. Sungai Andoli yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Utara dan
Kecamatan Bara.

Saluran drainase sekunder :
Melintasi wilayah Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan
Wara Timur.
Saluran drainase tersier :
Di saluran-saluran berskala pelayanan lokal yang menyebar di seluruh wilayah
kota.
Jaringan Pejalan Kaki
Rencana Sistem Jaringan Jalan Pejalan Kaki
1. Jaringan jalan pejalan kaki, termasuk Difabel :

a) Ruas jalan arteri primer sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi
Diemma-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Jalan Sultan Hasanuddin-Jalan DR. Sam
Ratulangi dari batas selatan kota hingga batas utara kota.

b) Ruas jalan sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani-Jalan Andi Ahmad (eks
Jalan Veteran);

c) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan Patang-Jalan Imam Bonjol-Jalan Imam Bonjol
Il;

d) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan KH. Ahmad Razak —Jalan Tandipau - Jalan M.
Kasim;

e) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan Opu Tosappaile-Jalan Samiun;

f)  Ruas jalan lokal sepanjang Jalan Andi Kambo-Jalan A. Tendriajeng;

g) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan K.H. Ahmad Dahlan-Jalan Rambutan - Jalan
Mangga - Jalan Durian;

h) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan Lagaligo dan Jalan Latamacelling;

i) Ruas Jalan Pongsimpin hingga ke kawasan wisata alam Latuppa;

i) Ruas Jalan A. Masjaya — Jalan Andi Sulthani — Jalan Ambe Nona;

k) Ruas Jalan Sungai Rongkong;

[) Jalur difabel diletakkan di semua jaringan pejalan kaki.

m) Dari park and ride ke stasiun kereta api dan terminal tipe A Songka.

2. Penataan jalur pejalan kaki

a. Pengembangan Zebra Cross pada pusat-pusat kegiatan di sekitar korior jalan

arteri primer.
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b. Penataan kembali jalur pejalan kaki pada kedua sisi Jalan Jenderal Sudirman,
Jalan Andi Djemma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Balai Kota, dan Jalan
Sultan Hasanuddin, dan Jalan Veteran;

c. Pembangunan Jembatan Penyeberangan pada kawasan perkantoran,
kawasan perdagangan, dan kawasan Jasa di sekitar koridor Jalan Andi
Djemma dan Jalan Dr. Sam Ratulangi;

d. Mengintegrasikan jaringan pejalan kaki di kawasan pusat kota dengan fasilitas-
fasilitas pemerintahan, jasa, dan pendidikan;

e. Mengintegrasikan semua jaringan pejalan kaki dengan pengguna difabel,
berupa kelengkapan ubin sebagai pengarah dan peringatan.

Sempadan pantai :

1. Batas sempadan pantai pada wilayah Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Songka,
Kelurahan Takkalala, Kelurahan Binturu, Kelurahan Benteng, Kelurahan
Malatunrung, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Salotellue,
Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Pontap, Kelurahan Penggoli, Kelurahan
Sabbamparu, Kelurahan Salobulo, dan Kelurahan Balandai berada pada
bangunan terluar di atas lahan hasil reklamasi yang berfungsi sebagai bangunan
peredam gelombang ekstrim dan abrasi.

2. Batas sempadan pantai pada wilayah Kelurahan Temmalebba berada pada
bangunan terluar berupa tanggul yang berfungsi meredam gelombang ekstrim
dan abrasi.

3. Batas sempadan pantai pada wilayah Kelurahan Salubattang meliputi daratan
sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi
fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Prasarana dan Sarana Perkotaan Lainnya

Jalur sepeda:

a. Ruas Jalan Balai Kota - Jalan Opu Tosappaile -Jalan Pongsimpin - Kambo - Jalan
Andi Ahmad - Lapangan Gaspa;

b. Ruas Jalan Andi Baso Rahim - Jalan Andi Kambo - Jalan Andi Tendriajeng - Jalan
Yos Sudarso - Jalan Sungai Rongkong - Jalan Imam Bonjol - Jalan Patang - Jalan
Tandipau - Jalan Kelapa - Jalan Latamacceling - Lapangan Pancasila;

c. Rencana pengembangan ruas jalan akses pelabuhan — TPI/PPI — Terminal Songka —
Stasiun kereta/park and ride di Songka

Kelengkapan jalur sepeda :

» Menyediakan rambu dan marka jalan di jalur sepeda;

» Menyediakan lahan parkir khusus sepeda pada gedung perkantoran, gedung
komersial, terminal, gedung perdagangan, gedung pendidikan, dan park and
ride kereta.

» Melengkapi jalur sepeda dengan penerangan jalan umum unfuk meningkatan
keamanan pengguna sepeda di malam hari;

* Menginfegrasi jalur sepeda dengan moda angkutan umum dengan menyiapkan
perangkat pengangkut sepeda di angkutan umum berupa rak angkut di bus.

Untuk melihat gambaran Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Palopo dapat
dilihat pada Gambar 2.9.
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Gambar 2.9
Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Palopo

(eterangan :

Rencana Struktur Ruang
Sistom Polayanan

Sumber:‘ Laporan Akhir Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo, 2020

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

Kawasan Perlindungan Setempat

Sungai Tidak Bertanggul

Garis sempadan pada sungai fidak bertanggul di dalam wilayah Kota Palopo :

a. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi ki dan kanan palung sungai
sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m
(tiga meter);

b. Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai
sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai
dengan 20 m (dua puluh meter); dan

c. Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai
sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungailebih dari 20 m (dua puluh meter).

Sungai Bertanggul

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam wilayah Kota Palopo ditentukan paling sedikit

berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki fanggul sepanjang alur sungai.

Kawasan Sempadan SUTET

Kawasan Sempadan SUTET 275 KV adalah 7,0 meter dari ayunan konduktor, yang melintasi

Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Mungkajang,

dan Kecamatan Sendana.

Kawasan Sempadan Rel Kereta Api

Kawasan sempadan Rel Kereta Api adalah batas ruang milik jalur kereta api yang merupakan

ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6

(enam) meter.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

e RTH Publik tersebar di wilayah Kota Palopo direncanakan seluas 5.269,55 hektar atau
sebesar 20,41%.

e RTH Privat seluas 2.601,7 hektar atau sebesar 10,08%.

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya, yaitu cagar budaya provinsi berupa Masjid Djami Tua di Kelurahan

Batupasi Kecamatan Wara Utara.

Peninggalan Cagar Budaya berupa Bangunan Bersejarah terdiri atas:

a. Istana Datu Luwu di Kecamatan Wara;

b. Kantor Pos dan Giro di Kecamatan Wara Utara;

c. Rumah Jabatan Wakil Walikota di Kecamatan Wara;
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Rumah Jabatan Komandan Kodim di Kecamatan Wara;

Kantor Polisi Militer (PM) di Kecamatan Wara Utara;

Kantor KODIM di Kecamatan Wara;

Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya di Kecamatan Wara;

Kantor Bea Cukai Palopo di Kecamatan Wara Timur;

RSU Sawerigading Kecamatan Wara;

RSU Tentara Kecamatan Wara;

Makam Rajo-Raja Luwu Lokkoe di Kecamatan Wara Utara;

Makam Belanda di Kecamatan Wara Utara;

Kantor Veteran Rl di Kecamatan Wara;

Makam TallettuE di Kecamatan Wara Timur;

Makam JarraE di Kecamatan Wara Timur;

Gereja Pniel di Kecamatan Wara;

Kampus STISIPOL di Kecamatan Wara Utarg;

Mess Belanda di Kelurahan Lebang Kecamatan Wara Barat;

Benteng Portugis di Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur.

. Kawasan Lalebbata di Kecamatan Wara

Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

- Pulau Libukang di Kecamatan Bara.

Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir

- Kawasan pantai berhutan bakau di wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Kecamatan
Bara.

Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)

- Di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat.

Y TQDODZITATTSQTOQ

Untuk gambaran Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Palopo dapat dilihat pada Gambar
2.10.

Gambar 2.10
Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Palopo

Kab. Toraja Utara
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-  Rencana pemanfaatan untuk perumahan dan permukiman menyebar ke bagian
selatan dan bagian utara, mengokomodir kondisi eksisting dan kecenderungan
perkembangannya.

2.3.2. KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Di Wilayah Kota Palopo

1. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan pengembangan
budidaya rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, Kecamatan
Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Bara, dan sebagian wilayah Kecamatan
Telluwanua.

2. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi
merupakan kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Bone Utara..

3.  KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
a. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, dan

sebagian wilayah Kecamatan Wara Baraft;
b. Kawasan Taman Hutan Raya Nanggala ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Wara Baratf.

2.3.3. KAWASAN STRATEGIS KOTA (KSK)

KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

1. Kawasan Reklamasi Salemo seluas £ 700 Ha di wilayah Kecamatan Wara Selatan,
Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Barag;

2.  Kawasan Satelit Pembibitan Ayam seluas 1,9 Ha wilayah Kelurahan Mancani;

3. Kawasan Perumahan Terpadu seluas + 100,0 Ha di wilayah Kelurahan Purangi;

4. Kawasan Pusat Kota Palopo meliputi Kelurahan Tompotikka dan Kelurahan Salekoe;

5. Kawasan Pusat Niaga Palopo di wilayah Kelurahan Dangerakko;

6. Kawasan Pusat Perbelanjaan di wilayah Kelurahan Salobulo;

7. Kawasan Peruntukan Industri seluas + 360 Ha di wilayah Kelurahan Maroangin;

8. Kawasan Terminal tipe A seluas + 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Songka;

9.  Kawasan Koridor Jalan Andi Djemma;

10. Kawasan Koridor Jalan Andi Kambo;

11. Kawasan Koridor Jalan DR. Sam Ratulangi;

12. Kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit di wilayah Kelurahan Pontap;

13. Kawasan Hiburan Labombo di wilayah Kelurahan Salekoe;

14. Kawasan Transmigrasi seluas £ 976,73 Ha di wilayah Kelurahan Peta;

15. Kawasan Resor Kombo seluas 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Kambo.

KSK dari sudut kepentingan Sosial Budaya terdiri atas :

1. Kawasan Bersejarah Istana Datu Luwu dan Mesjid Djami Tua seluas 2,0 Ha di wilayah
Kelurahan Ammassangan;

2.  Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo seluas 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Bofting;

3. Kawasan Menara Payung Luwu terintegrasi dengan Pusat Kuliner Tradisional seluas 1,0 Ha di
wilayah Kelurahan Batupasi;

4. Kawasan Islamic Centre Palopo seluas + 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Takkalala;

5. Kawasan Komunitas Adat Peta, Latuppa, Mungkajang dan Battang;
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